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wALI Ko恥s工BOLGA

pROv量Nsl SUMATERA u恥RA

pE恥TURAN wAL量KOTA slBOLGA

NOMOR 09船HUN 2021

TENTANG

pERUBAHAN KEEMPAT ATAs PERATURAN wALIKo船

NOMOR 9oo/ io/皿HUN 2oi4 TEN皿NG KEBI↓AKAN AKUNTANsl

PEM臼RINTAH KOTA S重BOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALI Ko皿s量BOLGA,

Menimb紬g　‥　a･ bahwa beberapa ketentu紬dalamしampiran Peratu｢an

Walikota Nomor goo/ 10/Tahun 20 14 tentang Kebijakan

Akunt紬si Peme正nt血Kota Siわlga sebagaimana亡el血

diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan

Walikota Nomo｢ 76 Tahun 2019 tentang Perubahan

Ke色ga Atas Peraturan Waliko血Nomor 900/ 10/Tahun

2014　tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota

Sibolga, perlu disesuaik餌dengan keada紬deng紬

melakukan perubahan;

b･ b血wa berdasarkan pe血mbangan sebagaim紬a

dim貧ksud pada humf a, per宣u mene屯pk孤Peratur劃

Wali Rota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Walikota Nomor 900/ 10/Tahun 20 I 4 tentang Kebijakan

Akunt紬si Peme轟ntah Kota Sibolga;

Mengingat : 1･ Undang-Und劃g Nomor 8 D巾Tahun 1956 tentang

Pembentukan Dae｢ah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Repub此獲れdonesia Tahun 1956 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2･ Undang-Undang Nomor　28　Tahun 1999　tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I,embaran Negara Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3851);

3･軌da7~g-Urdang.…



Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Ind.nee.a

Tahun 2003 Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara

Republik暮ndonesia Nomor 4286)i

4･ Und餌g-Undang No血or 1 Tahun　2004　ten屯ng

Perbendaharaan Negara (I.embaran Negara Republik

寒ndones王a Tahun 2004 Nomor 5, Tambah紬Lembar紬

Neg紬a Republ王k事ndones工a Nomor 4355);

5･ Undang-Undang Nomo｢ 33　Tahun　2004　tent紬g

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerali (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan I.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6･ Undang-Und紬g Nomo｢ 12　Tahun　2011 tentang

Pemben tu kan Peratu ran peru ndang- u n dang紬

(Lembaran Negara Republik Indonesia_　Tahun　2011

Nomor　82, Tanbahan Lembaran Negara Republik

暮ndonesia Nomor　5234) sebagaim紬a telah diubah

dengan Undangundang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

PeⅢbahan Atas Unda皿g-Undang Nomor 12 Tahun 201 1

ten血ng Pembentukan Peraturan perundang｢undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

暮ndonesia) ;

7･ Undang-Und紬g Nomor　23　Tahun　2014　tcnta皿g

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhik

量ndonesia Tahun　2014　Nomor　244, Tamabah紬

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9屯士iun 2015 tent且ng

Pembaha皿　Kedua Atas Und劃g-　Undang Nomor　23

tahun 2014 tentang Pemehntahan Daerah (I.embaran

Neg町a Republik　量ndonesia tahun　2015　Nomo｢ 58,

Tambahan Lembal紬Neg紺a Republik Indonesia Nomor

5679);

8. Peraturan Pemerintch Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran negara Republik hdonesia tahun　2005

Nomor　48　Tambahan Lembaran Negara Republik

量ndonesia Nomor　4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Peme正ntah Nomo｢ 74 Tahun 2012

亡ent狐g Perubah紬Atas Peraturan peme正ntah Nom｡r

23 Tahun 2005 tent劃g Pengelo量a紬Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Ifmbaran Negara

Republik暮ndonesia Nomo｢ 5340) ;

9. Pemamraれ.



9･ Peraturan pemehntah Nomor与5 Tahun 2005 tent紬g

Dana perimbangan (Lembaran Negara Repubhk

lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Repub重ik丁ndonesia Nomor 4575);

10･ Peraturan peme正ntah Nomor 71 T血un 2010 tent紬g

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Repub獲ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);

11･ Peraturan pemehn他心Nomor 2 Tahun 2012 ten屯ng

Hibah Daerah匝mb紬狙Negara Republik工nd｡n｡s,a

tahun 2010 123, Tambahanしembar紬Negara Republik

量ndonesia Nomor 5272);

12. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (I.emba.an

Neg紬a Repub重ik量ndonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Ifmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republ比重ndonesia Tahun 2019 No皿or 42, Ta皿bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

14･ Peratur紬Mente正Dalam Negeh Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagalmana telal diubah beberapa kali dengan

Peratur孤Mente轟Dalam Nege轟Nomo｢ 21 Tahun 2011

tentang Pembah劃Kedua atas Peraturan Mente轟Dalam

Nege正　Nomor 13　Tahun　2006　tent紬g Pedoman

Pengelola紬　Keu劃g肌(Behta Negara Republik

重ndonesia Tahun 201 1 Nomo丁310);

15･ Peraturan Mente正Daユ劃Negeh Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerap紬　Standar Akuntansi Pemehntahan

Berbasls弧hal Pada Pemerintah Daerah (Benta Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 425);

16･ Peraturan Mente正Dalam Nege正Nomor 73 Tahun 2015

tent狐g Pedoman Penyisihan Hutang dan Penyisih紬

Dana Ber即1ir Pada Peme止れtah Daerah (Be轟ta Negara

Repub獲ik Indonesia Tahun 201与Nomor 1752);

1 7. Pe調t標｢a几..



i7. Peratur劃Mente轟Dalam Ncge正Nomor 80 Tahun 2015

tent紬g Pembentukan打oduk Hukum Daer血(Beh屯

Negara Republik量ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah de皿g紬Peratur紬Menten

Dala皿　Negc血　Nomor 120　Tahun　2018　tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tenta皿g Pembentuk紬Hoduk Hukum

Daerah (Ben血Neg紬a Republik賞ndonesia Tahun 2018

Nomor 157);

i8. Peratum Mente丘Da賞am Nege正Nomor 19 Tahun 2016

ten亡孤g Pedoman Bar紬g Mi宣ik Daer血(Be轟屯Negara

Republ庇量ndonesia Tahun 20 16 Nomor 574);

ig. Peraturan Mcnte正Dalam Nege正Nomor 108 Tahun 2016

tent皿g Pen籠olongan cla皿　Kode轟kasi Bar紬g Milik

Daerah;

20･ Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009) ;

21･ Peratur紬　Waliko血　Sibolga Nomor　900/10/2014

ten亡ang tentang Ke坤akan Akun屯nsi Peme正ntah Kota

Sib○○ga (Be正也Daerah Kota Sibolga Tahun 2014 Nomor

10) sebagajmam telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Wal址ota Nomor　29　Tahun　2016

tentang Pe｢ubah劃　Atas Peraturan wa止kota Nomor

900/10/Tahun　2014　tenぬng Ke坤akan Akuntansi

Peme轟ntah Kota Sibolga (Behta Daerah Kota Sibolga

Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WAH Ko船TENTANG PERUBAHAN KETIGA

A恥s p巴RATURAN wAL工Ko皿NOMOR 900/ io/TAHUN 2oi4

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA

S萱BOLGA､

Pasa=

Kcten亡u劃　d血am　し息mpiran I Peratur紬　Wa重ikota Nom｡r

900/ 10/Tahun 2014 tent劃g Ke坤akan Akuntansi Pemehntah

Kota Sibolga (Behta Daerah Kota Sibolga Tahun 2014 Nomor

10) sebagaim劃a telah diubah beberapa k址terakhir deng孤

Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 20 1 9 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 900/ 10/Tahun 2014

tent狐g Keb直k劃Akunt紬si Pe皿e轟ntah Kota Sibo重ga (Berita

Daerah Kota Sibolga Tahun 2019 Nomo｢ 209) diub血sehin鎚a

berbunyi sebagalmana tercantum dalam Lanpiran Peraturan

Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dah Peraturan Wali Kota山i.

Pasa=T..,,





KEBiJAKAN AKUN丁ANSI P各MたR看N丁AH DA且RAH

KOMpON各N u鵬MA K各B=AKAN AKUN丁ANsi

K°mponen utama kebi｣akan aku=ta=si peme｢in(ah dae｢ah te｢di｢i alas :

a･ Ke略ngka Konseptual

Memuat p｢insip akuntansi dasa｢ da~am penyusuna= dan penya｣ian iapo｢an

keuangan se鳴be血ngsi sebagai ac=an da-am hal te｢dapat masalah akuntansi

yang beium dinyataka= balk daiam Standa｢ Akunta=s~ Peme｢in章ahan maupun

dalam Kebijakan Akunt訓si te山ait akun lap°｢an keuangan.

b Kebijakan Akun(a=si peiapo｢an Keuangan

Mem∪at penjeiasan atas unsu…nsu｢ iapo｢an keuangan se巾a be血ngsl sebaga~

panduan daiam p調ses peiapo｢an keuangan-

c KebijakanAkuntansl Akun

Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau

pe｢istiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas ,

1･ Pem剛an me(ode akuntansi alas keb桓kan pengakuan danlatau penguku｢an dj

SAP yang membe｢ikan bebe｢apa p輔an me章ode

2･ Pengatu｢an yang leb-h面c~ atas kebijakan pengakuan danlatau penguku｢an

yang ada di SAP

3. Pengatu｢an hal-hal yang belum diatu｢ SAP




